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KALURAHAN BOTODAYAAN
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN
NOMOR       TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BOTODAYAAN,
	Menimbang : 
	a.   
	bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Botodayaan Tahun 2019 – 2024 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 dengan Peraturan Kalurahan;

	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;



	Mengingat :      
	1.


	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950  Nomor 59);

	
	2
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

	
	3.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

	
	6.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

	
	7.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

	
	8.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

	
	9.
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

	
	10.
	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

	
	11.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);

	
	12.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);

	
	13.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

	
	14.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);

	
	15.
	Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Botodayaan Tahun 2018 Nomor 2);

	
	16.
	Peraturan Desa Botodayaan Nomor 3 Tahun 2019  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Botodayaan Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2019 Nomor 3);

	
	17.

	Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan  Botodayaan Tahun 2020 Nomor 5);

	
	18.
	Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Botodayaan (Lembaran Kalurahan  Botodayaan Tahun 2022 Nomor 4);

	
	
	


Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN
dan

LURAH BOTODAYAAN
MEMUTUSKAN : 
	Menetapkan
	:
	PERATURAN    KALURAHAN   TENTANG   RENCANA  KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal   1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Botodayaan dibantu  Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Botodayaan.
5. Lurah adalah Lurah Botodayaan Kapanewon Rongkop.
Pasal   2
(1) RKP Kalurahan Tahun 2023 disusun berdasarkan RPJMKalurahan Tahun 2019 - 2024. 

(2) RKP Kalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.
BAB II

SISTEMATIKA RKPKalurahan
Pasal 3
(1) RKPKalurahan Tahun 2023 sebagaimana disebut Pasal 2 disusun dengan sistematika :

Bab I 
Pendahuluan 

Bab II 
Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
Bab III  Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Bab IV  Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun Tahun 2023  

Bab V   Penutup  

(2) RKPKalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
Pasal 4
(1) RKPKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023. 

(2) RKPKalurahan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2023.
BAB III
PENUTUP

Pasal  5
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Botodayaan.
Ditetapkan di  Botodayaan
pada tanggal       September 2022
     LURAH BOTODAYAAN,

                 WASIJA
Diundangkan di  Botodayaan
pada tanggal      September 2022
        CARIK BOTODAYAAN,

   AGUNG PRIYATMA LEGAWA
LEMBARAN KALURAHAN BOTODAYAAN TAHUN 2022 NOMOR  ....

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN
NOMOR     TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, setiap tahun Pemerintah Kalurahan  wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) yang merupakan penjabaran  dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan sumber pendanaan yang melahirkan program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan RPJM-Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Proses penyusunan RKP Kalurahan diawali dari program kerja masing - masing Kepala Bagian dan Kepala Urusan yang telah tertuang dalam musyawarah padukuhan  dan selanjutnya dimusyawarahkan di tingkat kalurahan.

Mekanisme penyusunan RKPKal Botodayaan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut :
	1.
	Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (Mukal) dalam rangka penyusunan RKPKal dengan melaksanakan kegiatan: mencermati ulang dokumen RPJMDes dan membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Kalurahan, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah kalurahan menyusun Rancangan RKPKal Tahun 2023 dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan (DURKPKal) Tahun 2024;


	2.
	Lurah membentuk Tim Penyusun RKPKal untuk mencermati pagu indikatif kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan masuk kalurahan, pencermatan ulang RPJMDes, penyusunan Rancangan RKPKal, serta Rancangan Daftar Usulan RKPKal;

	3.
	Tim Penyusun RKPKal  Melakukan pencermatan pagu indikatif kalurahan, penyelarasan program / kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten;

	4.
	Tim Penyusun RKPKal mencermati ulang dukumen RPJMDesa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes;

	5.
	Tim Penyusun RKPKal menyusun Rancangan RKPKal dengan berpedoman pada  Hasil Kesepakan Musyawarah Kalurahan, Pagu Indikatif Kalurahan, Pendapatan Asli Desa, Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten, jarring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten, Hasil Pencermatan Ulang RPJMDes;

	6.
	Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPKal yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat. Rancangan RKPKal yang sudah disepakati menjadi lampiran dari Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal;

	7.
	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal dikonsultasikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat masukan

	8.
	Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal kepada Bamuskal untuk dibahas dan disepakati bersama;

	9.
	Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKPKalurahan;



B. Dasar Hukum

	1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

	2.
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

	3.
4.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

	7.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

	8.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

	9.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

	10.
	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025; 

	11.
	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

	12.
13.
	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026;

	14.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019

	15.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;

	16.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;

	17.
	Peraturan Desa Botodayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2019-2024;

	18.
	Peraturan Desa Botodayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa.

	19.
	Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 4 Tahun 2022 Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Botodayaan;


C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan  RKPKal Botodayaan adalah sebagai berikut : 
1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan kalurahan yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah kalurahan, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan kalurahan; 

2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan kalurahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Botodayaan Tahun 2023; 

3. Merumuskan prioritas kegiatan Kalurahan Botodayaan untuk Tahun 2023 yang akan dilaksanakan kalurahan sendiri melalui APBKalurahan.
    Tujuan dari penyusunan RKPKal Botodayaan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Kalurahan Botodayaan Tahun 2022 serta menganalisis prospek pembangunan Tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional;

2. Mengarahkan pencapian Visi dan Misi Kalurahan Botodayaan kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;

3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Botodayaan yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan kalurahan Tahun 2023.
D. Visi dan Misi Kalurahan

Sesuai dengan kaidah Perundang – undangan bahwa, RKPKal harus selaras dengan RPJMDes, maka RKPKal Botodayaan Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kalurahan Botodayaan yang tertuang dalam RPJMDesa Botodayaan Tahun 2019 – 2024 sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Botodayaan, yaitu :

VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kalurahan. Penyusunan Visi Kalurahan Botodayaan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan di Kalurahan Botodayaan seperi Pemerintah Kalurahan, BPK, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat kalurahan pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di kalurahan seperti satuan kerja wilayah di Kapanewon, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Kalurahan Botodayaan adalah : “Terwujudnya Desa yang Kondusif, Berbudaya dan Bertaqwa.”

 VISI Kalurahan Botodayaan mengandung makna dan diuraikan sebagai berikut :

1. DESA YANG KONDUSIF

Desa Yang Kondusif mengandung makna bahwa kondisi Desa Botodayaan  dapat tercipta suasana yang nyaman, tentram, persatuan dan kesatuan terjaga dan guyup rukun.
2. BERBUDAYA

Berbudaya mengandung makna masyarakat Desa Botodayaan memiliki budaya kerja, jiwa seni dan olahraga, sikap dan perilaku yang baik (memiliki unggah-ungguh), semangat gotong royong dan musyawarah serta kerjasama.
3. BERTAQWA

Bertaqwa mengandung makna masyarakat Desa Botodayaan memiliki agama/keyakinan dan kepercayaan serta mengamlkan agama dan kepercayaan masing-masing, oleh karena itu perlu pembinaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama maupun sesama umat beragama.
Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju dimasa oleh segenap warga Kalurahan Botodayaan, dengan Visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Kalurahan Botodayaan yang maju dalam bidang pembangunan, pertanian, agama, wirausaha dan ekonomi, sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang sejahtera dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

MISI

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Kalurahan Botodayaan untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai Visi yang tetapkan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan dan profesionalisme pemerintah kalurahan dan lembaga  kalurahan;
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kalurahan;

3. Menjaga pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel;

4. Menumbuhkembangkan budaya kerjasama dan gotong royong;

5. Memupuk potensi budaya lokal dan kehidupan beragama.
Misi yang telah ditetapkan  bisa tercapai dengan  beberapa indikator :
Indikator Misi :

1. Meningkatkan pelayanan dan profesionalisme pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan:

a. Masyarakat Kalurahan Botodayaan dapat dilayani secara optimal;

b. Pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan mampu memahami dan melaksanakan  tugas pokok fungsinya masing-masing;
c. Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat, disiplin kerja pemerintah kalurahan  dan lembaga kalurahan; 

d. Adanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan tepat 

 kuantitas, tepat kualitas, dan tepat waktu;

e. Pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan dapat meningkatkan keteladanan  dimasyarakat Kalurahan Botodayaan.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kalurahan;

a. Terbangunnya kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat Kalurahan Botodayaan diantaranya RTLH, JUT, talud, saluran air, cor rabat beton, dan  gedung PAUD.

b. Adanya dukungan kegiatan untuk pengembangan pendidikan dan kesehatan  masyarakat.

c. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor Lurah dan  lingkungannya.

3. Menjaga pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel;

a. Memfungsikan lembaga desa menjadi mitra kerja dalam kegiatan 

 pemerintahan dan pembangunan;

b. Adanya sosialisasi setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, & 

  pelaporan;

c. Adanya saling percaya dan kerjasama antar lembaga desa, pemerintah  kalurahan  dan masyarakat;

d. Terlaksanannya tertib administrasi sesuai dengan tahapan kegiatannya;

e. Adanya evaluasi dan monitoring dari Lurah dan pihak yang berwenang  dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
4. Menumbuhkembangkan budaya kerjasama dan gotong royong;

a. Setiap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan melibatkan lembaga kalurahan, tokoh masyarakat, unsur perempuan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat;
b. Memberikan motivasi/dorongan kepada masyarakat untuk memupuk gotong royong, saling tolong menolong dalam kegiatan penyelengaraan pemerintahan dan kemasyarakatan;
c. Menjaga keamanan dan ketertiban bersama antara pemerintah kalurahan lembaga kalurahan dan masyarakat;

d. Memupuk kegiatan swadaya masyarakat untuk pemeliharaan kegiatan pembangunan dan kebersihan lingkungan.
5. Memupuk potensi budaya lokal dan kehidupan beragama.

a. Adanya kelompok-kelompok seni budaya dan olahraga serta kompetisi secara intern maupun ekstern;

b. Terlaksanannya kegiatan pembinaan seni budaya dan olah raga sesuai potensi desa secara continue;

c. Adanya kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;

d. Adanya pembinaan keagamaan dan amalan ibadah secara berkelanjutan;

e. Terjalinnya kerukunan sesama umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah kalurahan dengan lembaga kalurahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah Kalurahan

         Kalurahan Botodayaan adalah kalurahan diwilayah Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, jarak kalurahan dengan Ibu Kota Kapanewon 9 km, jarak dengan Ibu Kota Kabupaten 40 Km dengan luas wilayah 1.243,457 Ha wilayah Kalurahan Botodayaan terletak pada wilayah pegunungan seribu yang merupakan wilayah perbukitan dengan batu cadas. Sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani, dengan lahan pertanian berupa tegal dan lahan kering dengan sistem tadah hujan dengan batas batas wilayah sebagai berikut;

a.  Sebelah Barat
: Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus dan  
   Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo

b. Sebelah Timur
: Kalurahan Pringombo Kapanewon Rongkop

c. Sebelah Utara
: Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop

d. Sebelah Selatan
: Kapanewon Jepitu Kapanewon Girisubo

Dilihat dari potensi Kalurahan Botodayaan sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan peternakan karena tanahnya sangat subur dan melimpah pakan ternak. Masyarakat Kalurahan Botodayaan dalam kehidupan sehari-hari sangat damai, rukun dan banyak kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Apabila dilihat dari nilai budaya masyarakat warga  masih tetap melestarikan kegiatan  budaya diantaranya seni Reog, Jathilan, Kethoprak, Wayang Kulit, Karawitan, Rebana, dll, semuanya ini merupakan potensi yang harus tetap dilestarikan. 

[
1. Keadaan Sosial

1.1 Kependudukan

      Jumlah penduduk Kalurahan Botodayaan pada bulan Juni Tahun 2022 sebanyak 5.017 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki 2.511 jiwa dan penduduk perempuan 2.506 jiwa yang terbagi dalam 1.635 Kepala Keluarga. Penduduk Kalurahan Botodayaan tersebar di 21 Padukuhan, 21 Rukun Warga, dan 60 Rukun Tetangga. Sebagaian besar penduduk Kalurahan Botodayaan bermatapencaharian petani. Data penduduk Kalurahan Botodayaan berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2.1

Data penduduk Kalurahan Botodayaan berdasarkan mata pencaharaian

	No
	Jenis Pekerjaan
	Jumlah

	1.
	Petani
	2.422

	2.
	PNS
	29

	3.
	TNI/POLRI
	0

	4.
	Pensiunan
	3

	5.
	Pedagang
	6

	6.
	Buruh Harian Lepas
	338

	7.
	Wiraswasta
	417

	8.
	Karyawan Swasta
	260

	9.
	Lurah
	1

	10.
	Pamong Kalurahan
	31

	11.
	Tukang Jahit
	18

	12.
	Sopir
	25

	13.
	Pelajar / Mahasiswa
	496

	14.
	Mengurus Rumah Tangga
	271

	15.
	Lainnya/belum bekerja
	700

	Jumlah
	5.017


Tabel 2.2

Data penduduk menurut kelompok usia/umur

	No
	Kelompok Usia
	Jumlah (jiwa)
	Ket

	1.
	0 - 3 Tahun
	55
	

	2.
	4 - 6 Tahun
	151
	

	3.
	7 - 12 Tahun
	320
	

	4.
	13 - 15 Tahun
	166
	

	5.
	16 - 18 Tahun
	163
	

	6.
	18 Tahun Keatas
	4.162
	

	Jumlah
	5.017
	


Tabel 2.3

Data penduduk menurut kelompok usia angkatan kerja

	No
	Kelompok Usia
	Jumlah (jiwa)
	Ket

	1.
	10 - 14 Tahun
	268
	

	2.
	15 - 19 Tahun
	293
	

	3.
	20 - 26 Tahun
	470
	

	4.
	27 - 40 Tahun
	892
	

	5.
	41 - 56 Tahun 
	1.272
	

	6.
	57 Tahun Keatas
	1.458
	

	Jumlah
	4.653
	


Tabel 2.4

Data penduduk menurut penyebaran di tingkat padukuhan

 per 1 Juli 2022
	No
	Padukuhan
	Jumlah Penduduk
	Ket

	
	
	Laki - laki
	Perempuan
	Jumlah
	

	1.
	Gendis
	64
	83
	147
	

	2.
	Weru
	68
	69
	137
	

	3.
	Bototlogo
	195
	207
	402
	

	4.
	Bototengah
	105
	102
	207
	

	5.
	Boto lor
	137
	138
	275
	

	6.
	Dayaan
	54
	53
	107
	

	7.
	Condong
	146
	153
	299
	

	8.
	Jati
	53
	57
	110
	

	9.
	Ngelo
	75
	72
	147
	

	10.
	Kenteng
	67
	69
	136
	

	11.
	Kembang
	86
	95
	181
	

	12.
	Karang
	101
	99
	200
	

	13.
	Kedung
	142
	145
	287
	

	14.
	Cabe
	199
	218
	417
	

	15.
	Tipes
	92
	96
	188
	

	16.
	Kerjo
	150
	164
	314
	

	17.
	Ngasem
	159
	166
	325
	

	18.
	Wuluh
	162
	169
	331
	

	19.
	Sambi Lor
	75
	69
	144
	

	20.
	Sambi Kidul
	198
	202
	400
	

	21.
	Mojing
	131
	132
	263
	

	Jumlah
	2.459
	2.558
	5.017
	


1.2  Kesehatan

Peran Posyandu dan penerapan pola hidup sehat yang telah dirintis pada tahun sebelumnya telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan dalam penerapan hidup bersih dan sehat dimasyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator dan tercermin dalam meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diantaranya angka kematian bayi               0 persen, balita gizi buruk menurun, angka kecukupan gizi masyarakat meningkat,  meskipun masih terdapat beberapa bayi yang stunting. Namun demikian  untuk mengurangi permasalahan tersebut telah dilakukan berbagai upaya dari  Pemerintah Kalurahan dengan kegiatan - kegiatan yang dianggarkan melalui APBKal seperti pemberian PMT bagi bumil, operasional Kader Posyandu dan Kader Kesehatan/KB, serta pengadaan peralatan Posyandu.

1.3 Budaya 

Di Kalurahan Botodayaan masih melestarikan berbagai kegiatan yang tumbuh dan berkembang diantaranya ; Bersih kalurahan (rasulan), kenduri, kirim duwo (masa tanam dan pasca tanam), gumrek, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat budaya yang masih dilestarikan dalam tradisi menyambut kelahiran anak yaitu; tingkeban/mitoni (masa hamil), puputan, selapanan. Dalam rangka prosesi perkawinan anak juga dikenal tradisi lamaran, sesenan, punaran, resepsi, dan sebagainya, serta tradisi dalam memperingati kematian keluarga antara lain; pitung dino/tujuh hari, patang puluh, nyatus, pendak pisan, pendak pindo, dan nyewu (seribu hari).
Kelompok seni tradisional yang berkembang dan tetap dilestarikan sebagai kekayaan budaya Kalurahan Botodayaan tersebar di beberapa padukuhan seperti pada table berikut.

Tabel 3.1

Jenis kelompok tradisional Kalurahan Botodayaan
	No
	Jenis Kesenian
	Jumlah Kelompok
	Keterangan

	1.
	Kethoprak
	1
	Botodayaan

	2.
	Jathilan
	8
	Kembang, Ngasem, Wuluh, Kerjo, Cabe

	3.
	Reog
	3
	Bototlogo, Botolor, Kerjo

	4.
	Campursari
	3
	Cabe, Karang, Botolor

	5.
	Wayang Kulit
	2
	Kembang, Weru

	6.
	Karawitan
	3
	Bototengah, Kedung, Ngasem

	7.
	Terbang
	3
	Mojing, Bototlogo, Kembang


1.4 Agama

Penduduk Kalurahan Botodayaan mayoritas memeluk agama Islam. Berikut  data penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut.

Tabel 4.1

Data penduduk Kalurahan Botodayaan berdasarkan Agama

	No
	Agama
	Jumlah

	1.
	Islam
	4.945

	2.
	Kristen
	72

	3.
	Katholik
	5

	4.
	Hindu
	0

	5.
	Budha
	0


2. Keadaan Ekonomi

2.1 Sumber Daya Alam dan Sektor Penunjang

Pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Botodayaan masih bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, hutan rakyat, peternakan) sektor lain yang diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Kalurahan Botodayaan antara lain industri kecil, perdagangan dalan lain - lain.

a. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan di Kalurahan Botodayaan sebagian besar adalah lahan pertanian berupa gunung dan tegalan lahan kering. Selain itu berupa hutan rakyat, permukiman, jalan, pemakaman dll.

b. Flora dan Fauna

1. Jenis Flora yang cocok dan berkembang di Kalurahan Botodayaan meliputi :

· Tanaman bunga

: kamboja, matahari, dll                                   

· Tanaman pertanian
: padi, jagung, ketela pohon,  kedelai, dll                                         

· Tanaman perkebunan
: mangga, srikaya, pisang,  nangka, mlinjo,                                           

                              pepaya, jeruk, sirsat, dll

· Tanaman hutan rakyat
: jati, sengon, mahoni, akasia,trembesi, dll

· Tanaman empon2

: jahe, kunyit,  kencur, dll

2. Jenis Fauna yang berkembang di Kalurahan Botodayaan adalah :

· Jenis Unggas

: ayam, bebek, burung, dll.

· Jenis hewan liar

: ular, ayam alas, luwak, rase,  musang/                                       

                                         garangan, landak, dll.

· Jenis Hewan Piaraan
: sapi, kambing, ayam, kelinci kucing, dll.

· Jenis Ikan


: lele, nila, tawes, tombro, bawal,  dll.

c. Industri Kerajinan Rumah Tangga

Industri kerajinan rumah tangga yang ada di Kalurahan Botodayaan adalah sebagamana tersaji dlam table berikut ini;

Tabel 3.1

Industri kerajinan rumah tangga Kalurahan Botodayaan

	No
	Jenis Industri
	Jumlah 
	Keterangan

	1.
	Kerajinan Tas
	11
	Sambi Kidul, Sambi Lor, Ngasem, Ngelo, Jati, Boto Tengah

	2.
	Mebeleur
	12
	Sambi Kidul, Ngasem, Cabe, Kedung, Karang, Condong

	3.
	Penjahit
	18
	Kerjo, Cabe, Kedung, Ngelo, Sambi Kidul, Bototlogo, Weru, Karang

	4.
	Kripik Pisang
	4
	Ngasem, Wuluh, Ngelo, Boto Lor

	5.
	Olahan Ketela
	16
	Bototlogo, Bototengah, Boto Lor, Ngelo, Kenteng, Kedung, Cabe, Ngasem, Wuluh

	6.
	Industri peyek
	3
	Ngasem, Wuluh, Ngelo

	7.
	Industri Roti
	2
	Ngasem, Ngelo


Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan Botodayaan masih lambat, hal ini dipengaruhi oleh bebrapa faktor diantaranya :

1. Lahan kering dan tandus yang tergantung musim dan curah hujan;

2. Pola tanam masyarakat masih menggunakan cara tradisional;

3. Ketrampilan yang dimiliki masyarakat masih sangat terbatas;

4. Kurangnya lapangan kerja dikalurahan;

5. Kurangnya akses pemasaran hasil produksi;

2.2 Sarana dan Prasarana Kalurahan
a. Sarana dan Prasarana Pemerintah Kalurahan
Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan,  Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat Kalurahan Botodayaan memiliki fasilitas penunjang beupa : Kantor Lurah, Aula Balai Kalurahan, ruang pelayanan satu pintu, ruang Bamuskal, ruang lembaga kemasyarakatan kalurahan, mushola dan barang inventaris lainnya. Masing – masing padukuhan di Kalurahan Botodayaan yang terdiri dari 21 padukuhan semua telah memiliki Balai Padukuhan dan barang inventaris lainnya. Namun demikian sarana dan prasarana yang dimiliki belum seluruhnya memadai, masih perlu perhatian dari semua pihak.

b. Sarana dan Prasarana Transportasi

Secara umum wilayah Kalurahan Botodayaan telah memiliki fasilitas jalan yang menghubungkan antar padukuhan maupun antar kalurahan, serta jalan kabupaten yang menghubungkan antar Kapanewon. Namun demikian karena rendahnya pendapatan Kalurahan Botodayaan berdampak pada kurang optimalnya pada peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana jalan yang menjadi kewenangan kalurahan. Mengingat prasarana jalan merupakan penunjang utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat maka pemeliharaan dan  pembangunan yang menjadi kewenangan kalurahan perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga perlu dukungan dari semua pihak baik Pemerintah Kabupaten maupun Pusat, terlebih disaat pandemic covid -19 ini banyak dana yang seharusnya untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana transportasi tetapi direfocusing untuk penanganan pandemic covid-19. Mayoritas sarana transportasi yang dimiliki oleh warga Kalurahan Botodayaan adalah kendaraan roda dua (sepeda motor), sedangkan kendaraan roda empat atau lebih (mobil) masih terbatas.
c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan taraf hidup masyarakat yang sehat di Kalurahan Botodayaan terdapat fasilitas kesehatan berupa 21 Posyandu, 3 Posbindu, 1 Polindes, dan 1 Pustu, 1 mantri, dan untuk menolong persalinan/kelahiran terdapat 1 bidan kalurahan.
d. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam upaya menciptakan generasi yang cerdas, Desa Botodayaan memiliki fasilitas pendidikan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

	No
	Nama Sekolah
	Jumlah (unit)
	Keterangan

	1.
	SMP
	1
	

	2.
	SD
	4
	

	3.
	TK
	5
	

	4.
	PAUD
	4
	

	Jumlah
	14
	


e. Sarana dan Prasarna Peribadatan

Warga Kalurahan Botodayaan penduduknya mayoritas beragama Islam. Tetapi ada juga yang memeluk agama lain seperti agama Kristen dan Katholik. Prasarana Peribadatan yang ada di Kalurahan Botodayaan berupa Masjid 19 Mushola 4 Gereja 1 buah. 

1. Kebijakan Keuangan Kalurahan
Pengelolaan keuangan kalurahan yang berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, pastisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang meliputi :
2. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan Tahun 2022 seperti pada tabel 2.3 di bawah ini: 
BAB III. 
EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN
A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPKal Tahun 2022
Program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan program yang tertuang dalam RPJMDes tahun 2019 – 2024 dan menjadi rumusan hasil perengkingan program prioritas melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan bersama BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan masyarakat pada umumnya.

Adapun Program/kegiatan yang tertuang dalam RKPKal tahun 2022 yang telah dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi kegiatan rutin dan kegiatan lanjutan yang dianggarakan setiap tahun melalui APBKal, yaitu penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, Penyediaan Jaminan Sosial Lurah dan Pamong Kalurahan, Operasional Pemerintah Desa, Operasional  dan Tunjangan BPK, penyediaan operasional RT dan RW, , penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja,pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa, pendataan keluarga/rumah tangga miskin,penyusunan dokumen keuangan desa, penyusunan kebijakan desa, pengembangan SID, penyusunan laporan bulanan, Pengisian Pamong Kalurahan, penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintah desa,dan penyelesaian tukar guling tanah kalurahan dengan tanah warga.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi pemberian insentif pendidik PAUD, dukungan penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan Posyandu, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, insentif kader kesehatan/KB, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/kemasyarakatan, dukungan pelaksanaan program pembangunan/RTLH, serta penyelenggaraan informasi publik. 
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Program kegiatan bidang Pembinaan Kemasyatakatan Desa meliputi Pembinaan Kelompok Jagawarga, Operasional Karang Taruna, optimalisasi peran TKPKDes , operasional LPMD, operasional PKK.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

 Program kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa seperti Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll), Pembinaan/Pemberdayaan kelompok Tani/Gapoktan, Peningkatan Kapasitas Bamuskal, Pelatihan Manegemen Koperasi/KUD/UMKM, Pelatihan Pengelolaan BUMDesa. 
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Program Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak  Desa meliputi : penyediaan anggaran untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Daerurat dan Keadaan Mendesak yang digunakan untuk BLTD.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDes dan Priorotas Pembangunan

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu :

a.    Masih kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang sering berubah - ubah ;
b.   Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa (PAD), sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten maupun Pusat.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan  desa terdapat kendala yang dihadapi yaitu : Jaringan telekomunikasi di Desa Botodayaan yang belum merata sehingga ada beberapa wilayah yang belum terjangkau sinyal (blanksport area).
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan  desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu :

a.   Masih rendahnya sebagian masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan;

b.   Masih terbatasnya anggran untuk pembinaan masyarakat;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa masih ada kendala yang dihadapi yaitu: Masih tingginya angka kemiskinan yang ada di Kalurahan Botodayaan mendasar pada bansos yang masuk;
5. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Dalam Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdapat kendala yaitu : masih adanya KPM yang tidak memenuhi syarat salah satunya tidak mau Vaksin sehingga harus beberapa kali mengganti KPM baru.
BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dalam penyusunan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas akan diusulkan untuk didanai dari APB Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain Lain yang mengacu pada kriteria sebagai berikut :

a. menjadi kegiatan prioritas dalam musyawarah dan pencermatan RPJMDes;

b. tingkat kemendesakan untuk dikerjakan;

c. tingkat kemanfaatan bagi banyak orang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

d. ketersediaan anggaran;

e. ketersediaan sumber daya pendukung kegiatan.
Pada Tahun 2023 program kegiatan pembangunan Kalurahan Botodayaan diprioritaskan untuk penyediaan siltap lurah dan pamong kalurahan, tunjangan Bamuskal, operasional pemerintah kalurahan dan Bamuskal, pengisian pamong kalurahan,  pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Adapun program prioritas pada masing – masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi prioritas di Tahun 2023 adalah peenghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan dan operasional Bamuskal, insentif RT dan RW, Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kantor Desa, operasional perkantoran, pengelolaan SID, penyusunan monografi dan profil desa, penyusunan produk hukum desa, penyelenggaraan musayawarah, penyusunan laporan bulanan, pengisian pamong kalurahan, pemberian penghargaan bagi aparatur pemerintah kalurahan, penyelesaian tukar guling tanah kalurahan dengan tanah warga .
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Program kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa  yang menjadi prioritas di tahun 2023 adalah Dukungan dan Penyelenggaraan  PAUD, Penyelenggaraan Posyandu, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembinaan tanaman obat keluarga, insentif kader KB, pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan/gang, pembangunan JUT, pembangunan/rehabilitasi balai kemasyarakatan (Rehab Balai Padukuhan), RTLH, penyelenggaraan informasi publik. 
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Program kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa yang menjadi prioritas di tahun 2023 adalah pembinaan kamtibmas, pembinaan group kesenian, pembinaan jaga warga, pengiriman kontingen kesenian, penyelenggaraan festival kesenian,  pengiriman kontingen kepemudaan, operasional Karang Taruna, optimalisasi TKPKDes, BBGRM, operasional LPMD, operasional PKK. 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program kegiatan bidang pemberdayaan desa yang menjadi prioritas di tahun 2023 adalah Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan, pelatihan pengelolaan BUMDesa.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Program kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang menjadi prioritas di tahun 2023 adalah penanggulangan bencana, penanganan keadaan darurat, dan penanganan keadaan mendesak yang kegiatannya sesuai peraturan yang berlaku.
BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemeritah Kalurahan (RKP-Kalurahan) adalah sebagai pedoman menyusun program prioritas pembangunan desa dan disusun setiap setahun sekali yang mengacu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa       (RPJMDes) tahun 2019 - 2024. Sehingga pelaksanaan program pembangunan di tinggat kalurahan  tetap dapat berjalan secara sinergis dan berkelanjutan. Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP-Kalurahan) juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksaan atas kinerja tahunan pemerintah kalurahan. Dengan harapan pembangunan di Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul dengan tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah  Kalurahan (RKP-Kalurahan) merupakan prioritas program pembangunan lebih transparan. Keberhasilan pelaksanaan ditingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah kalurahan dan masyarakat saling bekerjasama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasai akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan dikalurahan. 




     Botodayaan ,       September 2022
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Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 
	1.
	Nama
	:
	SUWADI, S.Pd., M.Pd.

	
	Jabatan
	:
	Ketua Bamuskal

	
	Alamat 
	:
	Weru, Botodayaan


	2.
	Nama
	:
	AGUS SUBRATA

	
	Jabatan
	:
	Wakil Ketua Bamuskal

	
	Alamat 
	:
	Sambi Lor, Botodayaan


	3.
	Nama
	:
	 ENDRI WIANTO

	
	Jabatan
	:
	Sekretaris Bamuskal

	
	Alamat 
	:
	Ngasem, Botodayaan


Sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bertindak selaku dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan akan kebutuhan penyusunan Peraturan Kalurahan diperlakukan kebijakan yang disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penetapan Peraturan Kalurahan .

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Rancangan  Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 Kalurahan Botodayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan  ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Kalurahan Botodayaan tentang  Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.
	LURAH BOTODAYAAN

Selaku

PIHAK KESATU

WASIJA  
	PIMPINAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN

Selaku

PIHAK KEDUA

SUWADI, S.Pd., M.Pd

Ketua

	
	AGUS SUBRATA

Wakil ketua

	
	ENDRI WIANTO

Sekretaris


DAFTAR HADIR
PEMERINTAH KALURAHAN DAN BPK BOTODAYAAN 

Hari / Tanggal  : Jumat/23 September 2022                 

Tempat
      : Balai Kalurahan Botodayaan

Acara

      : Pembahasan Rancangan  RKPKal Tahun 2023
	NO
	NAMA
	ALAMAT
	JABATAN
	TANDATANGAN

	1.
	Wasija
	Ngelo
	Lurah
	1.
	2.

	2.
	Agung Priyatma L.
	Kedung
	Carik
	
	

	3.
	Selo
	Gendis
	Jagabaya
	3.
	4.

	4.
	Ali Sudiyatno
	Botolor
	Ulu-ulu
	
	

	5.
	Sabingi
	Bototlogo
	Kamituwa
	5.
	6.

	6.
	Sapari
	Weru
	Kaur Danarta
	
	

	7.
	Supriyanta
	Bototengah
	Kaur Prangripta
	7.
	8.

	8.
	Nurul Ahmad T.
	Bototengah
	Kaur Tatlaksana
	
	

	9.
	Suwadi,S.Pd,.M.Pd.
	Weru
	Ketua Bamuskal
	9.
	10.

	10.
	Agus Subrata 
	Sambi Lor
	Wakil Ket. Bamuskal
	
	

	11.
	Endri Wiyanto
	Ngasem
	Sekretaris Bamuskal
	11.
	12.

	12.
	Sularno
	Bototlogo
	Kabid Pemdes dan pembinaan Bamuskal
	
	

	13.
	Wasiman
	Kedung
	Kabid Pemb. Desa & Pemberd. Bamuskal
	13.
	14.

	14.
	Febika Fitriyanto
	Dayaan
	Anggota Bamuskal
	
	

	15.
	Timbul Wahyudi
	Kerjo
	Anggota Bamuskal
	15.
	16.

	16.
	Eni Malina
	Condong
	Anggota Bamuskal
	
	

	17.
	Sumarsih
	Bototlogo
	Anggota Bamuskal
	17.

	KETUA Bamuskal BOTODAYAAN

SUWADI,S.Pd., M.Pd
	
	LURAH BOTODAYAAN

WASIJA
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KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON RONGKOP
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PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN

Alamat : Bototengah, Botodayaan, Rongkop, Gunungkidul Kode Pos 55883

Email: desakubotodayaan@gmail.com Website: botodayaan-rongkop

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN

DAN

LURAH BOTODAYAAN

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023
Pada   ini  Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga  Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop  Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Botodayaan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)  Botodayaan dalam rangka membahas  Rancangan Peraturan Kalurahan Botodayaan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023. Dalam rapat tersebut secara bersama – sama  para peserta menyetujuhi terhadap  Rancangan Peraturan Kalurahan Botodayaan tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang   Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. 
	KETUA Bamuskal
SUWADI,S.Pd., M.Pd
	
	            LURAH ,
W A S I J A


